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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang sangat 

pesat akhir-akhir ini menuntut tenaga kerja untuk terus mengikuti 

perkembangan tersebut dengan baik. Semakin baik penguasaan seseorang 

terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakian baik pula produk 

yang akan dihasilkan. Karena produksi yang dihasilkan dari teknologi yang 

canggih akan berbeda jika dibandingkan dengan menggunakan teknologi yang 

biasa saja. 

Saat ini tenaga kerja di Indonesia masih membutuhkan pelatihan 

keterampilan dan pengetahuan yang mendukung di dunia kerja. Oleh karena 

itu, banyak perguruan tinggi yang berusaha untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya mahasiswanya dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan 

menyediakan sarana-sarana pendukung agar dihasilkan lulusan yang handal 

serta dapat menjadi tenaga kerja yang terampil, baik dalam bekerja maupun 

menciptakan lapangan pekerjaan setelah lulus dari dunia perkuliahan. 

Universitas Negeri Jakarta merupakan salah satu perguruan tinggi yang 

bertanggung jawab dan berkomitmen dalam hal tersebut. Salah satu bukti dari 

tanggung jawab tersebut adalah mewajibkan seluruh mahasiswa untuk 

melaksanakan kegiatan PKL yang memiliki bobot 2 SKS. 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dirancang untuk mengetahui sejauh 

mana kesesuaian pembekalan dan keterampilan yang telah diberikan oleh 

Universitas Negeri Jakarta kepada mahasiswa dengan kebutuhan di dunia 

kerja. Selain itu, Praktik Kerja Lapangan (PKL) juga bermanfaat untuk 

menambah wawasan, keterampilan, etika, disiplin dan tanggung jawab 

mahasiswa dalam penerapannya di dunia kerja. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam hal ini Praktikan 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kementerian Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah Asisten Deputi Standarisasi dan Merek dan Asisten 
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Deputi Pemasaran di bawah Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran. Hal 

tersebut dikarenakan sesuai dengan bidang yang ditempuh Praktikan, yaitu 

Pendidikan Bisnis. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Program Praktik Kerja Lapangan ini memiliki maksud dan tujuan sebagai 

upaya Program Studi Pendidikan Bisnis untuk mempersiapkan mahasiswanya 

dalam memasuki dunia kerja. Adapun maksud pelaksanaan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) bagi Praktikan yaitu: 

1. Menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dari 

Universitas Negeri Jakarta pada tempat Praktikan melakukan Praktik 

Kerja Lapangan.  

2. Mempelajari secara langsung bidang pemasaran di Kementerian Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah.  

3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Praktikan dalam bidang 

pemasaran.  

 

Sedangkan, tujuan Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) Pendidikan 

Bisnis, yaitu:  

1. Untuk menerapkan teori yang didapatkan dari Universitas Negeri Jakarta 

secara langsung pada tempat Praktikan melakukan Praktik Kerja 

Lapangan.  

2. Untuk memperoleh pengalaman nyata dalam bidang pemasaran di 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.  

3. Untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan maupun keterampilan 

Praktikan dalam bidang pemasaran 
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1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, diantaranya adalah sebagai 

berikut:  

1. Kegunaan PKL bagi Praktikan yaitu sebagai berikut:  

a. Meningkatkan wawasan, ilmu dan pengetahuan Praktikan dalam 

bidang pemasaran khususnya di Kementerian Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah.  

b. Melatih dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan 

Praktikan dalam bidang pemasaran yang telah dipelajari selama 

mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi.  

c. Melatih sikap wirausaha dalam dunia kerja, seperti sikap tanggung 

jawab, berani, disiplin dan jujur.  

d. Belajar mengenai proses yang diterapkan dalam suatu pekerjaan di 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.  

e. Belajar memahami dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada 

bagian Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran.  

f. Belajar beradaptasi dengan seluruh pihak yang terkait di Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.  

2. Kegunaan PKL bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yaitu 

sebagai berikut:  

a. Meningkatkan kerjasama antar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah.  

b. Mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam 

mengaplikasikan teori sesuai dengan Program Studi yang diambil 

sebagai bahan evaluasi.  

c. Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang 

sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.  

d. Mendapatkan citra positif Universitas Negeri Jakarta dimata 

instansi/perusahaan tempat Praktikan melaksanakan praktik kerja.  
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e. Pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Tridharma Perguruan 

Tinggi.  

3. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi Kementerian Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah yaitu sebagai berikut:  

a. Menjalin hubungan yang baik antara Kementerian Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah dengan Universitas Negeri Jakarta 

khususnya Fakultas Ekonomi.  

b. Membantu meringankan pekerjaan karyawan Kementerian Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah pada bagian Deputi Bidang Produksi 

dan Pemasaran 

c. Mendidik Praktikan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang 

terampil agar siap memasuki dunia kerja.  

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada sebuah instansi 

pemerintah. Identitas secara rinci instansi tersebut adalah sebagai berikut:  

Nama Instansi  : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  

Alamat   : Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3 – 4 Kuningan, Jakarta Selatan, 

DKI Jakarta 12940  

Telepon  : (021) 5204366-74 / 52992777 / 52992999  

Kotak Pos  : 177, 621, 384  

Fax   : 021-5204383  

Email   : kontak@kukm.go.id  

Website   : Www.depkop.go.id  

Bagian PKL  : Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Asisten Deputi 

Standarisasi dan Sertifikasi, dan Asisten Deputi Pemasaran 
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Alasan praktikan memilih Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan karena praktikan tertarik 

untuk mempelajari sistem atau proses bagian pemasaran dalam Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Selain itu praktikan juga tertarik 

untuk mengetahui lebih lanjut atau seluk beluk Kementrian Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah itu sendiri. 

 

1.5 Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

Program Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan oleh Praktikan 

berlangsung selama kurang lebih satu bulan atau dua puluh empat hari kerja 

terhitung mulai dari tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan 20 Februari 2020 di 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.  

Dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan terdapat beberapa 

tahapan yang dilakukan oleh Praktikan, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Observasi Tempat PKL  

Pada tahap observasi ini, Praktikan mencari informasi mengenai 

perusahaan yang akan menjadi tempat Praktik Kerja Lapangan kepada 

beberapa sanak saudara dan kakak tingkat Program Studi Pendidikan 

Bisnis. Setelah itu, Praktikan melakukan observasi atau kunjungan awal 

ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Observasi 

tersebut dilakukan pada bulan September 2019 guna memastikan 

kekosongan jadwal pada instansi tersebut. Observasi tersebut bertujuan 

untuk memastikan apakah instansi tersebut menerima mahasiswa PKL 

pada bulan Januari, serta menanyakan persyaratan yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan kegiatan PKL. 

2. Tahap Persiapan PKL  

Pada tahap ini, Praktikan menyiapkan persyaratan, yaitu surat 

pengantar dari Universitas Negeri Jakarta yang akan diberikan kepada 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Pertama, 

Praktikan membuat surat pengantar permohonan izin PKL melalui 

Fakultas yang kemudian langkah selanjutnya surat diserahkan ke 
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BAKHUM Universitas Negeri Jakarta. Proses pembuatan surat 

permohonan izin PKL dari BAKHUM berlangsung selama satu minggu 

dan selesai pada 09 September 2019. Selanjutnya, Praktikan memberikan 

surat permohonan izin PKL kepada Bagian Tata Usaha Biro Umum 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sekaligus 

memberitahu praktikan ingin melaksanakan PKL pada bagian pemasaran. 

Setelah surat disampaikan, Praktikan menunggu surat balasan 

persetujuan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dari Tata Usaha 

Biro Umum Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Surat 

balasan tersebut pun diterima pada 17 September 2019 yang berisikan 

identitas mahasiswa, jadwal pelaksanaan kegiatan PKL dan juga bagian 

dimana mahasiswa ditempatkan. 

3. Tahap Pelaksanaan PKL  

Pada tahap ini, Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

selama satu bulan atau dua puluh empat hari terhitung sejak tanggal 20 

Januari sampai dengan 20 Februari 2020. Adapun rincian waktu 

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kementerian Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah, adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1 Jadwal Praktik Kerja Lapangan 

Masuk Kantor  Jam Kerja Istirahat 

Senin – Kamis 07.30 – 15.30 12.00 – 13.00 

Jumat 07.30 – 16.00 11.00 – 13.00 

Sabtu dan Minggu Libur 

Tanggal Merah (Hari Libur Nasional) Libur 

Sumber: data diolah oleh penulis 

 

4. Tahap Penulisan Laporan PKL  

Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilaksanakan oleh 

Praktikan kemudian ditulis dalam sebuah laporan. Pada tahap ini, 



7 
 

 
 

Praktikan mengumpulkan beberapa data maupun dokumentasi sebagai 

bukti bahwa Praktikan telah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan. 

Dalam proses penyusunan penulisan laporan, Praktikan melakukan 

bimnbingan dengan dosen pembimbing Praktik Kerja lapangan yang telah 

ditentukan.  

Selain itu, Praktikan juga melakukan studi kepustakaan dengan cara 

mengumpulkan berkas yang didapat dari tempat pelaksanaan PKL, 

melakukan browsing di website Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Menengah, juga buku dari perpustakaan sebagai referensi dalam 

penulisan laporan. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini digunakan 

Praktikan sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

 

Tabel 2 Tahapan Praktik Kerja Lapangan 

 

No 

 

Keterangan 

Bulan 

September Januari Februari September 

1. Tahap Persiapan                 

2. Tahap Pelaksanaan                 

3. Penulisan Laporan 

PKL 

                

Sumber: Data diolah oleh penulis 
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BAB II  

TINJAUAN UMUM PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Periode Sebelum 

Kemerdekaan  

Koperasi adalah institusi (lembaga) yang tumbuh atas dasar solidaritas 

tradisional dan kerjasama antar individu, yang pernah berkembang sejak awal 

sejarah manusia sampai pada awal Revolusi Industrial di Eropa pada akhir abad 

18 dan selama abad 19, sering disebut sebagai Koperasi Historis atau Koperasi 

Pra-Industri. Koperasi Modern didirikan pada akhir abad 18, terutama sebagai 

jawaban atas masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap awal Revolusi 

Industri. 

Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh 

Patih di Purwokerto, Jawa Tengah, R. Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896 

mendirikan sebuah Bank untuk Pegawai Negeri. Cita-cita semangat tersebut 

selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode. 

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo 

memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan 

rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve 

Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatiev. 

Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk 

memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. 

Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang 

memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Hingga saat ini 

kepedulian pemerintah terhadap keberadaan koperasi nampak jelas dengan 

membentuk lembaga yang secara khusus menangani pembinaan dan 

pengembangan koperasi. 

Kronologis lembaga yang menangani pembinaan koperasi pada saat itu 

adalah sebagai berikut: 
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1. Tahun 1930 

Pemerintah Hindia Belanda membentuk Jawatan Koperasi yang 

keberadaannya dibawah Departemen Dalam Negeri, dan diberi tugas untuk 

melakukan pendaftaran dan pengesahan koperasi, tugas ini sebelumnya 

dilakukan oleh Notaris. 

2. Tahun 1935 

Jawatan Koperasi dipindahkan ke Departemen Economische Zaken, 

dimasukkan dalam usaha hukum (Bafdeeling Algemeene Economische 

Aanglegenheden). Pimpinan Jawatan Koperasi diangkat menjadi Penasehat. 

3. Tahun 1939 

Jawatan Koperasi dipisahkan dari Afdeeling Algemeene 

Aanglegenheden ke Departemen Perdagangan Dalam Negeri menjadi 

Afdeeling Coperatie en Binnenlandsche Handel. Tugasnya tidak hanya 

memberi bimbingan dan penerangan tentang koperasi tetapi meliputi 

perdagangan untuk Bumi Putra. 

4. Tahun 1942 

Pendudukan Jepang berpengaruh pula terhadap keberadaan jawatan 

koperasi. Saat ini jawatan koperasi dirubah menjadi SYOMIN KUMIAI 

TYUO DJIMUSYO dan Kantor di daerah diberi nama SYOMIN KUMIAI 

DJIMUSYO. 

5. Tahun 1944 

Didirikan JUMIN KEIZAIKYO (Kantor Perekonomian Rakyat) 

Urusan Koperasi menjadi bagiannya dengan nama KUMAIKA, tugasnya 

adalah mengurus segala aspek yang bersangkutan dengan Koperasi. 

 

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Periode Setelah 

Kemerdekaan 

1. Tahun 1945 

Koperasi masuk dalam tugas Jawatan Koperasi serta Perdagangan 

Dalam Negeri dibawah Kementerian Kemakmuran 
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2. Tahun 1946  

Urusan Perdagangan Dalam Negeri dimasukkan pada Jawatan 

Perdagangan, sedangkan Jawatan Koperasi berdiri sendiri mengurus soal 

koperasi. 

3. Tahun 1947 – 1948 

Jawatan Koperasi dibawah pimpinan R. Suria Atmadja, pada masa 

ini ada suatu peristiwa yang cukup penting yaitu tanggal 12 Juli 1947, 

Gerakan Koperasi mengadakan Kongres di Tasikmalaya dan hasil Kongres 

menetapkan bahwa tanggal 12 Juli dinyatakan sebagai Hari Koperasi. 

4. Tahun 1949 

Pusat Jawatan Koperasi RIS berada di Yogyakarta, tugasnya adalah 

mengadakan kontak dengan jawatan koperasi di beberapa daerah lainnya. 

Tugas pokok yang dihasilkan telah melebur Bank dan Lumbung Desa 

dialihkan kepada Koperasi. Pada tahun yang sama yang diundangkan 

dengan Regeling Cooperatieve 1949 Ordinasi 7 Juli 1949 (SBT. No. 179). 

5. Tahun 1950 

Jawatan Koperasi RI yang berkedudukan di Yogyakarta 

digabungkan dengan Jawatan Koperasi RIS, bekedudukan di Jakarta. 

6. Tahun 1954 

Pembina Koperasi masih tetap diperlukan oleh Jawatan Koperasi 

dibawah pimpinan oleh Rusli Rahim. 

7. Tahun 1958 

Jawatan Koperasi menjadi bagian dari Kementerian Kemakmuran. 

8. Tahun 1960 

Perkoperasian dikelola oleh Menteri Transmigrasi Koperasi dan 

Pembangunan Masyarakat Desa (TRANSKOPEMADA), dibawah 

pimpinan seorang Menteri yang dijabat oleh Achmadi. 

9. Tahun 1963 

Transkopemada diubah menjadi Departemen Koperasi dan tetap 

dibawah pimpinan Menteri Achmadi. 
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10. Tahun 1964 

Departemen Koperasi diubah menjadi Departemen Transmigrasi 

dan Koperasi dibawah pimpinan Menteri ACHMADI kemudian diganti 

oleh Drs. Achadi, dan Direktur Koperasi dibawah pimpinan seorang 

Direktur Jenderal yang bernama Chodewi Amin. 

11. Tahun 1966 

Dalam tahun 1966 Departemen Koperasi kembali berdiri sendiri, 

dan dipimpin oleh Pang Suparto. Pada tahun yang sama, Departemen 

Koperasi dirubah menjadi Kementerian Perdagangan dan Koperasi dibawah 

pimpinan Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, sedangkan Direktur Jenderal 

Koperasi dijabat oleh Ir. Ibnoe Soedjono (dari tahun 1960 s/d 1966). 

12. Tahun 1967 

Pada tahun 1967 diberlakukan Undang-undang Nomor 12 Tahun 

1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian tanggal 18 Desember 1967. 

Koperasi masuk dalam jajaran Departemen Dalam Negeri dengan status 

Direktorat Jenderal. Mendagri dijabat oleh Basuki Rachmad, dan menjabat 

sebagai Dirjen Koperasi adalah Ir. Ibnoe Soedjono. 

13. Tahun 1968 

Kedudukan Direktorat Jenderal Koperasi dilepas dari Departemen 

Dalam Negeri, digabungkan kedalam jajaran Departemen Transmigrasi dan 

Koperasi, ditetapkan berdasarkan: 

• Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1968 tentang Susunan 

Organisasi Departemen. 

• Keputusan Menteri Transmigrasi dan Koperasi Nomor 120/KTS/ 

Mentranskop/1969 tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi 

Susunan Organisasi berserta Tata Kerja Direktorat Jenderal 

Koperasi 

Menjabat sebagai Menteri Transkop adalah M. Sarbini, sedangkan 

Dirjen Koperasi tetap Ir. Ibnoe Soedjono. 
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14. Tahun 1974 

Direktorat Jenderal Koperasi kembali mengalami perubahan yaitu 

digabung kedalam jajaran Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 

Koperasi, yang ditetapkan berdasarkan: 

• Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan 

Organisasi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi. 

• Instruksi Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor: 

INS-19/MEN/1974, tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal 

Koperasi tidak ada perubahan (tetap memberlakukan Keputusan 

Menteri Transmigrasi Nomor: 120/KPTS/Mentranskop/1969) yang 

berisi penetapan tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal 

Koperasi. 

Menjabat sebagai Menteri adalah Prof. DR. Subroto, adapun Dirjen 

Koperasi tetap Ir. Ibnoe Soedjono. 

15. Tahun 1978 

Direktorat Jenderal Koperasi masuk dalam Departemen 

Perdagangan dan Koperasi, dengan Drs. Radius Prawiro sebagai 

Menterinya. Untuk memperkuat kedudukan koperasi dibentuk puia Menteri 

Muda Urusan Koperasi, yang dipimpin oleh Bustanil Arifin, SH. Sedangkan 

Dirjen Koperasi dijabat oleh Prof. DR. Ir. Soedjanadi Ronodiwiryo. 

16. Tahun 1983 

Dengan berkembangnya usaha koperasi dan kompleksnya masalah 

yang dihadapi dan ditanggulangi, koperasi melangkah maju di berbagai 

bidang dengan memperkuat kedudukan dalam pembangunan, maka pada 

Kabinet Pembangunan IV Direktorat Jenderal Koperasi ditetapkan menjadi 

Departemen Koperasi, melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1983, 

tanggal 23 April 1983. 

17. Tahun 1991 

Melalui Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1991, tanggal 10 

September 1991 terjadi perubahan susunan organisasi Departemen 

Koperasi yang disesuaikan keadaan dan kebutuhan. 
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18. Tahun 1992 

Diberlakukan Undang-undang Nomor: 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian, selanjutnya mancabut dan tidak berlakunya lagi Undang-

undang Nomor: 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. 

19. Tahun 1993 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 96 Tahun 1993, tentang 

Kabinet Pembangunan VI dan Keppres Nomor 58 Tahun 1993, telah terjadi 

perubahan nama Departemen Koperasi menjadi Departemen Koperasi dan 

Pembinaan Pengusaha Kecil. Tugas Departemen Koperasi menjadi 

bertambah dengan membina Pengusaha Kecil. Hal ini merupakan 

perubahan yang strategis dan mendasar, karena secara fundamental 

golongan ekonomi kecil sebagai suatu kesatuan dan keseluruhan dan harus 

ditangani secara mendasar mengingat yang perekonomian tidak terbatas 

hanya pada pembinaan perkoperasian saja. 

20. Tahun 1996 

Dengan adanya perkembangan dan tuntutan di lapangan, maka 

diadakan peninjauan kembali susunan organisasi Departemen Koperasi dan 

Pembinaan Pengusaha Kecil, khususnya pada unit operasional, yaitu Ditjen 

Pembinaan Koperasi Perkotaan, Ditjen Pembinaan Koperasi Pedesaan, 

Ditjen Pembinaan Pengusaha Kecil. Untuk mengantisipasi hal tersebut telah 

diadakan perubahan dan penyempurnaan susunan organisasi serta 

menomenklaturkannya, agar secara optimal dapat menampung seluruh 

kegiatan dan tugas yang belum tertampung. 

21. Tahun 1998 

Dengan terbentuknya Kabinet Pembangunan VII berdasarkan 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun 1998, tanggal 14 

Maret 1998, dan Keppres Nomor 102 Thun 1998 telah terjadi 

penyempurnaan nama Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha 

Kecil menjadi Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil, hal ini 

merupakan penyempurnaan yang kritis dan strategis karena kesiapan untuk 

melaksanakan reformasi ekonomi dan keuangan dalam mengatasi masa 
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krisis saat itu serta menyiapkan landasan yang kokoh, kuat bagi Koperasi 

dan Pengusaha Kecil dalam memasuki persaingan bebas/era globalisasi 

yang penuh tantangan. 

22. Tahun 1999 

Melalui Keppres Nomor 134 Tahun 1999 tanggal 10 November 

1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Menteri Negara, maka Departemen Koperasi dan PK diubah menjadi 

Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah. 

23. Tahun 2000 

• Berdasarkan Keppres Nomor 51 Tahun 2000 tanggal 7 April 2000, 

maka ditetapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan 

Pengusaha Kecil Menengah. 

• Melalui Keppres Nomor 166 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. maka dibentuk 

Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pegusaha Kecil 

dan Menengah (BPS-KPKM). 

• Berdasarkan Keppres Nomor 163 Tahun 2000 tanggal 23 November 

2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, maka Menteri Negara 

Koperasi dan PKM diubah menjadi Menteri Negara Urusan Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah. 

• Melalui Keppres Nomor 175 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 

tentang Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Negara, maka Menteri 

Negara Urusan Koperasi dan UKM diubah menjadi Menteri Negara 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

24. Tahun 2001 

• Melalui Keppres Nomor 101 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Menteri Negara, maka dikukuhkan kembali Menteri 

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 



15 
 

 
 

• Berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tanggal 13 September 

2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, usunan 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Non Pemerintah, maka Badan 

Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil 

Menengah dibubarkan. 

• Melalui Keppres Nomor 108 Tahun 2001 tanggal 10 Oktober 2001 

tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara, maka 

Menteri Negara Koperasi dan UKM ditetapkan membawahi 

Setmeneg, Tujuh Deputi, dan Lima Staf Ahli. Susunan ini berlaku 

hingga tahun 2004 sekarang ini. 

25. Tahun 2015 

Melalui Keppres Nomor 62 Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015 

tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

 

 

Logo Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

 

Gambar 1 Logo Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Sumber: Www.depkop.go.id 

 

Logo dari Kementerian ini berupa burung garuda dengan ditambahkan tulisan 

“Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia”. Logo ini berbeda dengan logo koperasi dikarenakan Kementerian ini 

merupakan lembaga/instansi Pemerintahan. Oleh karena itu, Kementerian ini 
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menggunakan gambar burung garuda yang merupakan lambang negara dan dengan 

menambahkan kata belakang “Republik Indonesia” yang menandakan lembaga ini 

merupakan milik Pemerintah Indonesia. 

 

Visi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah: 

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan 

Gotong Royong. 

 

Misi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah: 

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, 

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya 

maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara 

kepulauan. 

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis 

berlandaskan negara hukum. 

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai 

negara maritim. 

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan 

sejahtera. 

5. Mewujudkan Bangsa yang berdaya saing. 

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan 

berbasiskan kepentingan nasional. 

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

 

Adapun sasaran strategis bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Terciptanya Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam perluasan 

kesempatan kerja serta pemerataan pendapatan. 

2. Terwujudnya Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan. 
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3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang 

profesional dan berkinerja tinggi. 

 

2.2 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

 

Gambar 2 Struktur Organisasi Kementerian Koperasi dan UKM 

Sumber: Www.depkop.go.id 
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Struktur Organisasi Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 

 

Gambar 3 Struktur Organisasi Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 

Sumber: Ka. Bagian Umum Irwan, S. E. 

 

Struktur Organisasi Asisten Deputi Standarisasi dan Sertifikasi 

Asisten Deputi Standarisasi dan Sertifikasi: Siti Darmawasita, S. T., M.Si 

1. Ka. Bidang Standarisasi Produk dan Manajemen Mutu: Drs. Abdul Malik 

• Ka. Subbidang Standarisasi Produk: 

Rokhmat Rahantyo, S. P 

• Ka. Subbidang Standarisasi Manajemen Mutu: 

Ika Wahyu Setyawati, S. H 

• Staff Bidang Standarisasi Produk dan Manajemen Mutu: 

Armiati 

Arie Muhamad R 

Vivid Grace 

 

2. Ka. Bidang Sertifikasi: Siti Fauziah, S. E. 

• Ka. Subbidang Sertifikasi Produk: 

Nurmina, S. H 



19 
 

 
 

• Ka. Subbidang Sertifikasi Manajemen: 

Ir. Ahmad Handoko 

• Staff Bidang Sertifikasi: 

M. Arief Sadikin 

Suharni 

 

3. Ka. Bidang Kemasan dan Merek: Otto Parulian Sihombing, S. E., M. M 

• Ka. Subbidang Merek: 

Nestiara Nurmalela Saragig, S. Sos 

• Ka. Subbidang Kemasan: 

Astri Dibiyashanty M., S. E 

• Staff Bidang Kemasan dan Merek: 

Budiyono 

Deni Prasetyo 

Cindy Alodia 

 

Struktur Organisasi Asisten Deputi Pemasaran 

Asisten Deputi Pemasaran: Destry Anna Sari, S. H. 

1. Ka. Bidang Sarana dan Prasaran Pemasaran: M. Makhrisyafrizal, S. Kom  

• Ka. Subbidang Sarana Pemasaran:  

Nina Nurlina, S. E. 

• Ka. Subbidang Prasarana Pemasaran:  

Yuliaman, S. H. 

• Staff Bidang Sarana dan Prasarana Pemasaran: 

Hidayati 

Ferry Firmanto 

Imam Supardi 

 

2. Kabid Penyelenggaraan Pemasaran: Agni Iswarani, S. Sos, MIS  

• Ka. Subbidang Penyelenggaraan Pemasaran Dalam Negeri:  

Kartika Ferry Efendie, S. IP 
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• Ka. Subbidang Penyelenggaraan Pemasaran Luar Negeri:  

Mahendra Purnama Yahya, S. E. 

• Staff Bidang Penyelenggaraan Pemasaran: 

Hani Fati Zatalini 

Laurentius Dwi Kurniawan 

Dewi Pebriana 

Zeni M 

 

3. Ka. Bidang Kerjasama dan Jaringan Usaha: Adi Daen Fahmi, S. Kom  

• Ka. Subbidang Kerjasama Pemasaran:  

Padmi Karyawani, S. Si 

• Ka. Subbidang Kerjasama Jaringan Usaha:  

Lydia Gandini Triastuti, S. Pt 

• Staff Bidang Kerjasama dan Jaringan Usaha: 

Retno Wulandari 

Novia Atmasari 

Hendra 

 

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan 

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 

Rumusan Tugas: 

Membantu Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam 

menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang produksi dan pemasaran yang meliputi perumusan, koordinasi, 

perencanaan, pengembangan kebijakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha 

mikro, kecil dan menengah di bidang Produksi dan Pemasaran. 

Rincian Tugas: 

1. Menetapkan rencana dan program pengembangan kebijakan dibidang 

produksi dan pemasaran. 
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2. Menetapkan kebijakan dibidang produksi dan pemasaran sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan 

kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri. 

3. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan kebijakan dibidang 

produksi dan pemasaran dengan unit kerja di lingkungan Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah maupun lembaga/instansi 

terkait lainnya. 

4. Mengevaluasi pelaksanaan program perkoperasian dan pengusaha kecil 

menengah dibidang produksi dan pemasaran meliputi peningkatan 

kualitas produksi disektor pertanian, perikanan dan peternakan, industri 

dan jasa, peningkatan standardisasi produk, serta penguatan jaringan 

usaha. 

5. Mengatur penerapan perjanjian dibidang produksi dan pemasaran. 

6. Menetapkan persyaratan kualifikasi koperasi dan usaha kecil dan 

menengah yang akan dibina dalam bidang produksi dan pemasaran. 

7. Memberi dukungan dan kemudahan dalam pengembangan produksi dan 

pemasaran bagi koperasi dan usaha kecil dan menengah. 

8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan produksi 

dan pemasaran koperasi dan usaha kecil dan menengah. 

9. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas 

bawahan di lingkungannya. 

10. Memantau pelaksanaan kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah dibidang produksi dan pemasaran. 

11. Memimpin dan memberikan pengarahan dalam rangka pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungannya. 

12. Memimpin dan mengadakan rapat dinas, seminar, lokakarya dan 

pertemuan dinas lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas. 

13. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk pimpinan. 

14. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang produksi kepada Menteri. 
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15. Dalam melaksanakan tugasnya, deputi bidang produksi dan pemasaran 

bertanggung jawab kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah. 

Wewenang: 

1. Mengoordinasikan penetapan kebijakan dibidang produksi dan 

pemasaran. 

2. Memberikan penilaian, motivasi atas pelaksanaan tugas bawahan. 

3. Menandatangani surat-surat dinas yang diatur dalam surat keputusan 

pelimpahan wewenang dibidang produksi dan pemasaran. 

4. Memimpin, mengatur dan membagi tugas/pekerjaan kepada bawahan. 

5. Mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

6. Menerima masukan, saran dan usulan yang sesuai dengan kebijakan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

7. Menolak masukan, saran dan usulan yang tidak sesuai dengan kebijakan 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

8. Memberikan saran dan masukan kepada atasan dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

Tanggung Jawab: 

1. Bertanggung jawab atas keputusan perumusan kebijakan yang dibuat 

atau tindakan yang dilakukannya dalam rangka penyelesaian tugas. 

2. Bertanggung jawab terhadap kinerja bawahan dan unit kerja yang 

dipimpinnya. 

3. Bertanggung jawab atas berjalannya koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas. 

4. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perumusan kebijakan 

dibidang produksi dan pemasaran. 

5. Bertanggung jawab terhadap kebenaran dan ketepatan waktu laporan 

yang disampaikan. 
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BAB III  

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1 Bidang Kerja 

Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan Praktikan dimulai tanggal 20 

Januari 2020 hingga 20 Februari 2020, Praktikan berada dalam tanggung jawab 

Kepala Bagian Umum Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran yaitu Bapak 

Irwan, SE.  

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran memiliki 5 (lima) bagian yaitu 

Asisten Deputi Pertanian dan Perkebunan, Asisten Deputi Perikanan dan 

Peternakan, Asisten Deputi Industri dan Jasa, Asisten Deputi Standardisasi dan 

Sertifikasi, dan Asisten Deputi Pemasaran. Dimana setiap Asisten Deputi 

memiliki sub bidangnya masing-masing.  

Pada dua dua (2) minggu pertama Praktikan ditempatkan dalam Asisten 

Deputi Bidang Standarisasi dan Sertifikasi yang memiliki tiga (3) sub bidang 

yaitu Bidang Standarisasi Produk dan Manajemen Mutu, Bidang Sertifikasi 

dan Bidang Kemasan dan Merek. Selanjutnya di tiga (3) minggu terakhir 

Praktikan ditempatkan dalam Asisten Deputi Pemasaran yang memiliki 3 (tiga) 

sub bidang yaitu Bidang Sarana dan Prasarana Pemasaran, Bidang 

Penyelenggaraan Pemasaran dan Bidang Kerjasama dan Jaringan Usaha.  

Bidang kerja yang pertama yaitu praktikan ditempatkan di sub bidang 

Kemasan dan Merek pada Asistem Deputi Standarisasi dan Sertifikasi. Adapun 

rincian bidang kerja yang dilakukan oleh praktikan selama ditempatkan di sub 

bidang tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Merekap data UMKM yang telah mendapatkan sertifikat pendaftaran 

merek dan mengarsip per wilayah  

2. Merekap data Pengajuan Merek oleh pelaku UMKM 

3. Menghubungi pelaku UMKM yang merek produk/jasa nya sudah 

terdaftar di Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk 

diminta data omset 
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Bidang kerja yang kedua yaitu praktikan ditempatkan di sub Bidang 

Sarana dan Prasarana Pemasaran dan Bidang Kerjasama dan Jaringan Usaha. 

Adapun rincian bidang kerja yang dilakukan oleh praktikan selama 

ditempatkan di sub bagian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Menyeleksi Calon Peserta Revitalisasi Pasar Tahun 2020 

2. Merekap Perjalanan Dinas Tahun 2019 sampai 2020 

3. Merekap Data Penataan Lokasi Pedagang Kaki Lima Tahun 2020 

4. Menghadiri Muslim Fashion Festival di Jakarta Convenience Center 

(JCC) guna memperkenalkan event “KUKM Halal Festival in 

Collaboration with Halal Industries Summit 2020” 

 

Dalam melaksanakan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan, ada beberapa 

peraturan yang harus dipatuhi oleh Praktikan seperti menaati jam kerja yang 

yang telah ditentukan, berpenampilan rapi dan sopan, bersikap sopan santun 

terhadap semua karyawan dan bisa menyesuaikan diri, bertanggung jawab 

terhadap tugas/pekerjaan, dan apabila terdapat suatu pertanyaan atau masalah, 

didiskusikan kepada yang bersangkutan dan sesuai hierarki jabatan. 

 

3.2 Pelaksanaan Kerja 

Pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) dimulai tanggal 20 Januari 

2020 sampai dengan 20 Februari 2020. Dalam melakukan pelaksanaan kerja, 

Praktikan dibimbing dalam menjalankan tugas pekerjaannya selama kegiatan 

praktik berlangsung. Pada hari pertama Praktikan diperkenalkan dengan Deputi 

yang ada dibawah naungan Asisten Deputi Produksi dan Pemasaran dan 

pengenalan pegawai Bagian Keuangan dan Bagian Tata Usaha pada Deputi 

Bidang Produksi dan Pemasaran. Selanjutnya berikut deskripsi pekerjaan yang 

dikerjakan oleh Praktikan selama kegiatan: 

A. Sub Bidang Kemasan dan Merek 

1. Merekap data UMKM yang telah mendapatkan sertifikat pendaftaran 

merek dan mengarsip per wilayah  
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Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

memiliki kewenangan menerbitkan sertifikat merek untuk para 

UMKM yang ingin mendaftarkan mereknya. Adapun syarat yang 

harus dipenuhi oleh para pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat 

mereka adalah sebagai berikut: 

1. Mengisi Formulir Pendaftaran Merek dibuat 4 (empat) 

rangkap diketik dikertas F4 atau sekarang bisa melalui online 

2. Memiliki etiket label atau merek sebanyak 6 lembar (ukuran 

minimal 2 x 2 cm dan maksimal 9 x 9 cm) 

3. Memiliki nama merek produk orisinil dan belum pernah 

didaftarkan dan tidak meniru merek produk lainnya 

4. Memiliki KTP, NPWP/SK Badan hukum  

5. Memiliki website atau media social 

6. Diprioritaskan UMKM dengan omset Rp.  

Dalam hal ini, Praktikan bertugas merekap data UMKM yang 

telah mendapatkan sertifikat pendaftaran merek dan mengarsipnya per 

wilayah. Hal ini digunakan untuk arsip data sub bidang kemasan dan 

merek yang nantinya digunakan untuk laporan yang diserahkan 

kepada Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran. 

 

Gambar 4 Data UMKM yang telah mendapatkan sertifikat merek 

Sumber: Data diolah oleh penulis 
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2. Merekap data Pengajuan Merek oleh pelaku UMKM  

UMKM yang sudah memenuhi syarat pendaftaran merek, bisa 

mengajukan pendaftaran merek di Kementerian Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah tanpa dipungut biaya sedikitpun. Pengajuan 

merek bertujuan untuk mencegah orang lain memakai merek yang 

sama pada pokoknya atau secara keseluruhan dalam peredaran barang 

atau jasa. Pendaftaran merek juga bertujuan untuk memperoleh 

kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek 

produk yang kita jual. 

Dalam hal ini, Praktikan bertugas merekap data UMKM yang 

mengajukan sertifikat pendaftaran merek. Hal ini digunakan untuk 

data sub bidang kemasan dan merek yang nantinya digunakan untuk 

menilai apakah UMKM tersebut sudah memenuhi kualifikasi untuk 

mendapatkan merek dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah. 

 

 

Gambar 5 Data pengajuan merek oleh pelaku UMKM 

Sumber: Data diolah oleh penulis 
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3. Menghubungi pelaku UMKM yang merek produk/jasa nya sudah 

terdaftar di Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

untuk diminta data omset. 

UMKM yang telah terdaftar merek nya di Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memiliki kewajiban untuk 

melaporkan omset per tahun kepada Asisten Deputi Urusan 

PEmasaran. Data omset ini digunakan utuk mengetahui 

perkembangan dari UMKM itu sendiri, selain itu juga untuk 

dilaporkan kepada Deputi Bagian Produksi dan Pemasaran. 

Dalam hal ini, praktikan bertugas untuk menghubungi pelaku 

UMKM yang sudah terdaftar merek nya melalui whatsapp untuk 

meminta data omset serta perkembangan dari usahanya. 

 

 

Gambar 6 Data omset UMKM yang terdaftar di Kemenkop 

Sumber: Data diolah oleh penulis 
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B. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemasaran dan Bidang Kerjasama 

dan Jaringan Usaha 

1. Menyeleksi Calon Peserta Revitalisasi Pasar Tahun 2020 

Program revitalisasi pasar yang diadakan oleh Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan program berupa 

dana bantuan kepada suatu daerah yang pasarnya ingin 

diperbaiki/direvitalisasi. Setiap Kota/Kabupaten hanya diberikan satu 

kuota untuk program ini. Adapun prosedur singkat program 

revitalisasi pasar ini adalah sebagai berikut:  

1) Pemberitahuan pihak Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Menengah kepada seluruh Kepala Dinas di Indonesia bahwa 

Kementerian akan mengadakan program revitalisasi pasar.  

2) Apabila daerah tersebut ada yang ingin mengusulkan, maka 

Kepala Dinas/perwakilannya datang ke Asisten Deputi 

Pemasaran untuk mengambil surat atau persyaratan program.  

3) Daerah tersebut diberikan waktu untuk melengkapi dokumen 

yang tertera dalam persyaratan yang telah diberikan.  

4) Setelah dirasa lengkap, maka daerah tersebut mengirimkan 

dokumennya melalui pos ke alamat Kementerian atau dapat 

datang langsung ke Kementerian. 

5) Kemudian bidang ini mengecek kelengkapan dan kesesuaian 

dokumen.  

6) Asisten Deputi Pemasaran mengonfirmasi kepada Kepala Dinas 

melalui telepon/datang ke daerah tersebut untuk memberitahu 

bahwa daerah tersebut sudah terdaftar dalam Program 

Revitalisasi Pasar.  

7) Pihak Kementerian mengadakan Sosialisasi Penajaman 

Pelaksanaan Teknis Tugas Pembantuan kepada Peserta 

Revitalisasi Pasar.  

8) Daerah tersebut diberi dana senilai Rp. 950.000.000.  
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9) Daerah tersebut melaksanakan revitalisasi pasar dan setelah 

menyelesaikan revitalisasi pasar, maka wajib membuat laporan 

yang harus diserahkan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah. 

 

Dalam hal ini, Praktikan bertugas merekap data dari Form 

Monitoring dan Evaluasi ke dalam Microsoft Excel. Adapun tampilan 

form tersebut sebagai berikut: 

 

Gambar 7 Form Monitoring dan Evaluasi Revitalisasi Pasar 

Sumber: Ka Subbidang Sarana Pemasaran, Nina Nurlina S. E. 

 

Gambar 8 Form Monitoring dan Evaluasi Revitalisasi Pasar 

Sumber: Ka Subbidang Sarana Pemasaran, Nina Nurlina S. E. 
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Setelah itu, Praktikan bertugas melakukan pengecekan 

kelengkapan berkas sesuai yang tertera dalam form checklist proposal. 

Apabila berkas tersebut ada dan sesuai, maka Praktikan memberikan 

tanda checklist dan apabila berkas tersebut tidak sesuai atau tidak ada, 

Praktikan memberikan keterangan dalam form tersebut kemudian di 

rekap dalam bentuk Ms. Excel. Adapun form checklist tersebut yaitu: 

 

Gambar 9 Form Checklist Proposal 

Sumber: Ka Subbidang Sarana Pemasaran, Nina Nurlina S. E. 

 

 

Gambar 10 Data Ms. Excel Checklist Proposal 

Sumber: Data diolah oleh penulis 
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2. Merekap Perjalanan Dinas Tahun 2019 sampai 2020 

Setiap para pegawai melakukan perjalanan dinas baik itu dalam 

kota maupun luar kota atau luar negeri harus dibuat laporan. Laporan 

tersebut dibuat dalam microsoft excel dan juga dilampirkan 

dokumennya. Microsoft excel tersebut berisikan nama pegawai, 

tanggal dinas (keberangkatan hinga pulang), tempat tujuan 

transportasi yang digunakan dan harga tiket. Selain itu, dokumen yang 

harus dilampirkan yaitu fotokopi tiket pesawat/kereta, fotokopi tiket 

hotel, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD). 

Dalam hal ini, Praktikan bertugas membuat microsoft excel 

berdasarkan lampiran dokumen perjalanan dinas yang telah 

dibukukan. 

 

3. Merekap Data Penataan Lokasi Pedagang Kaki Lima Tahun 2020 

Setiap program yang akan dijalankan, tentunya para peserta 

program penataan lokasi pedagang kaki lima diwajibkan melengkapi 

seluruh dokumen yang dibutuhkan. Dokumen tersebut berisikan KTP 

pemilik usaha, nama usaha, produk yang dihasilkan, lokasi biasa 

berjualan dan omset penjualan setahun. Dalam hal ini, Praktikan 

bertugas mengecek kelengkapan dokumen yang berada dalam 

microsoft excel. 

 

4. Menghadiri Muslim Fashion Festival di Jakarta Convenience Center 

(JCC) guna memperkenalkan event “KUKM Halal Festival in 

Collaboration with Halal Industries Summit 2020” 

Muslim Fashion Festival (MUFFEST) Indonesia adalah acara 

busana muslim tahunan yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi 

Indonesia melalui industri busana muslim lokal. Gagasan MUFFEST 

dipicu oleh visi pemerintah Indonesia untuk menjadikan Indonesia 

sebagai pusat mode muslim dunia, dan diperkuat oleh pertumbuhan 

Indonesia. Dalam hal ini Praktikan berkesempatan untuk menghadiri 
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MUFFEST Bersama dengan karyawan sub bidang Sarana dan 

Prasarana Pemasaran untuk memperkenalkan acara yang akan 

diadakan pada bulan Oktober oleh Kementerian Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah yaitu KUKM Halal Fesitival in Colaboration 

with Halal Industries Summit 2020.  

 

3.3 Kendala Yang Dihadapi 

Dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan Praktikan selalu 

berusaha sebaik mungkin untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang 

diberikan agar dapat diselesaikan tepat waktu dengan hasil yang 

maksimal,tetapi pada pelaksanaannya Praktikan menghadapi beberapa 

kendala. Adapun kendala yang dihadapi selama berlangsungnya Praktik Kerja 

Lapangan adalah sebagai berikut: 

1. Fasilitas kantor yang kurang memadai 

Selama melaksanakan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, 

praktikan kurang didukung dengan fasilitas kerja oleh kantor yang memadai. 

Hal ini menyebabkan praktikan harus mempersiapkan sendiri fasilitas untuk 

menunjang pekerjaan praktikan agar dapat menyelesaikan pekerjaan dengan 

baik serta tepat waktu.  

Salah satu yang cukup menjadi kendala yaitu komputer yang 

tersedia tidak semuanya berfungsi sehingga sangat mengganggu pekerjaan 

yang harus dikerjakan dikarenakan banyak data yang harus diolah 

menggunakan Microsoft excel atau power point. Selain itu juga koneksi 

wi-fi yang sering terputus sehingga menghambat pekerjaan Praktikan dan 

berdampak dengan waktu penyelesaian pekerjaan yang lama. 

 

2. Banyaknya data yang harus diinput sehingga ada data yang terlewat. 

Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah khusunya Deputi 

Bidang Produksi dan Pemasaran menaungi ribuan bahkan puluhan ribu 

UMKM yang tersebar diseluruh Indonesia. Hal tersebut menjadikan 

banyak sekali data yang harus dibuat guna disimpan sebagai arsip atau 
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untuk dilaporkan kepada Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran. Salah 

satu yang menjadi kendala Praktikan dalam hal ini adalah pada saat input 

data ada beberapa data yang terlewat. Seperti pada saat merekap data 

pengajuan merek yang jumlahnya ribuan, membuat Praktikan melewatkan 

beberapa data yang akhirnya tidak terinput. Hal ini menjadikan Praktikan 

harus kerja dua kali untuk mengecek ulang dan menginput ulang data yang 

terlewat. 

 

3.4 Cara Mengatasi Kendala 

Dibawah ini merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Praktikan yaitu sebagai berikut:  

1. Melengkapi fasilitas kerja dan membawa sendiri perangkat saat Praktikan 

melaksanakan PKL. 

Menurut Darma et al. (2018) mengatakan bahwa fasilitas merupakan 

segala hal yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan 

kegiatan, yang dapat memudahkan kegiatan dapat berupa sarana dan 

prasarana. Sedangkan menurut Moekijat dalam Ibrahim & Dahlius (2016), 

fasilitas merupakan suatu sarana fisik yang dapat digunakan untuk 

memproses suatu masukan (input) menuju keluaran (output) yang 

diinginkan. Dalam hal ini fasilitas adalah sarana untuk melancarkan dan 

memudahkan pelaksanaan fungsi dari suatu pekerjaan. Lebih lanjut 

Lupiyoadi dan Handani dalam Ibrahim & Dahlius (2016) menyatakan 

bahwa fasilitas merupakan komponen individual dari penawaran yang 

mudah ditumbuhkan atau dikurangi tanpa mengubah kualitas dan model 

jasa. Bary dalam Febriarti (2015) menyatakan bahwa fasilitas kerja adalah 

sarana yang diberikan perusahaan untuk mendukung jalannya nada 

perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemegang 

kendali.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

fasilitas kerja merupakan segala sesuatu yang digunakan baik berupa 

perlengkapan atau alat untuk mempermudah aktivitas/pekerjaan kantor 
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sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan dan 

memberikan kepuasan kerja bagi karyawan yang akhirnya mampu 

meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja dengan maksimal. Oleh 

sebab itu fasilitas kerja yang memadai dalam sebuah perusahaan akan 

berdampak positif pada proses kerja para pegawai. Fasilitas kerja yang 

dimaksud dapat berupa lokasi, gedung, alat, benda, perlengkapan, maupun 

ruangan untuk bekerja.   

Menurut Sofyan dalam Ibrahim & Dahlius (2016), jenis-jenis 

fasilitas kerja terdiri dari:   

a. Mesin dan peralatannya yang merupakan keseluruhan peralatan 

yang digunakan untuk mendukung proses produksi yang ada 

diperusahaan.  

b. Prasarana, yaitu fasilitas pendukung yang digunakan untuk 

memperlancar aktivitas perusahaan, diantaranya adalah jembatan, 

jalan, pagar dan lainnya.  

c. Perlengkapan kantor, yaitu fasilitas yang mendukung aktivitas 

kegiatan yang ada di perkantoran, seperti perabot kantor (meja, 

kursi, lemari, dan lainnya. Peralatan laboratorium dan peralatan 

elektronik (komputer, mesin fotocopy, printer, dan alat hitung 

lainnya).  

d. Peralatan inventaris, yaitu peralatan yang dianggap sebagai alat-alat 

yang digunakan dalam perusahaan seperti inventaris kendaraan. 

Inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris laboratorium, 

inventaris gudang dan lainnya.  

e. Tanah, yaitu asset yang terhampar luas baik yang digunakan 

ditempat bangunan, maupun yang merupakan lahan kosong yang 

digunakan untuk aktivitas perusahaan.  

f. Bangunan, yaitu fasilitas yang mendukung aktivitas sentral kegiatan 

perusahaan utama seperti perkantoran dan pergudangan.  
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g. Alat transportasi, yaitu semua jenis peralatan yang digunakan untuk 

membantu terlaksananya aktivitas perusahaan seperti kendaraan 

(truk, traktor, mobil, motor, dan lainnya).   

 

Berdasarkan teori diatas, untuk mengatasi kendala fasilitas kerja 

yang kurang memadai, Praktikan membawa sendiri fasilitas yang 

sekiranya masih memungkinkan untuk dibawa. Seperti computer yang 

tidak dapat berfungsi, Praktikan menggantinya dengan membawa sendiri 

laptop untuk keperluan menginput data. Selain itu wifi yang koneksinya 

sering terputus diatasi dengan memakai wifi pribadi ketika melakukan 

pekerjaan.  

2. Lebih teliti dalam melakukan pekerjaan 

Costa dan McCrae (1985) dalam Zubaidah (2013) mengungkapkan 

bahwa ketelitian bisa dideskripsikan sebagai orang-orang yang teratur, 

terkontrol, terorganisasi, ambisius, terfokus, pada pencapaian, dan memiliki 

disiplin diri. Sedangkan Costa dan McCrae (1992) dalam Mastuti (2005) 

menjelaskan bahwa ketelitian menilai kemampuan individu didalam 

organisasi, baik mengenai ketekunan dan motivasi dalam mencapai tujuan 

sebagai perilaku langsungnya.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketelitian dalam sebuah pekerjaan 

akan menghasilkan hasil pekerjaan yang maksimal. Dalam mengatasi 

kendala khususnya adanya data yang terlewat, Praktikan berusaha 

semaksimal mungkin untuk lebih teliti ketika menginput data. Sehingga 

pekerjaan dapat selesai tepat waktu tanpa harus kerja dua kali. 
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BAB IV  

KESIMPULAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Dengan dilaksanakannya program Praktik Kerja Lapangan (PKL), 

diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk kedepannya dalam menerapkan 

ilmu yang telah diperoleh selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini 

dan menjadikannya pembelajaran ketika sudah berada di dunia kerja yang 

sesungguhnya. Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di di 

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang beralamat di Jl. H. 

R. Rasuna Said Kav. 3-4 Kuningan, Jakarta Selatan. Kementrian Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN). 

Setelah melakukan Praktik Lapangan Kerja selama kurang lebih 

sebulan dimulai dari tanggal 20 Januari 2020 dan berakhir pada 20 Februari 

2020, praktikkan mempelajari banyak hal yang sangat bermanfaat bagi 

praktikkan sebagai bekal di masa depan saat bekerja. Hal-hal yang dipelajari 

praktikkan adalah sebagai berikut: 

1. Praktikan dapat menerapkan teori yang diperoleh dalam dunia perkuliahan 

di tempat kerja sesungguhnya secara langsung, memperoleh pengalaman 

nyata, serta dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, maupun 

keterampilan dalam bidang pemasaran. 

2. Menjadikan Praktikan lebih bertanggung jawab dan bersikap teliti serta 

memiliki jiwa kemandirian yang lebih dari sebelumnya, serta menjadikan 

Praktikan lebih disiplin dalam membagi waktu. 

3. Praktikan ditempatkan di Asisten Deputi Standarisasi dan Sertifikasi yang 

didalamnya menaungi bagian Kemasan dan Merek serta Asisten Deputi 

Pemasaran yang di dalamnya menaungi bagian sarana dan prasarana 

pemasaran, bidang penyelenggaraan pemasaran dan bidang kerjasama dan 
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jaringan usaha, hal ini sesuai dengan bidang praktikan yaitu Pendidikan 

Bisnis 

4. Selama berlangsungnya Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktikan 

mengalami berbagai kendala seperti fasilitas kantor yang kurang memadai, 

serta banyaknya data yang harus diinput sehingga ada data yang sering 

terlewat. Namun kendala-kendala tersebut dapat teratasi dengan baik oleh 

Praktikan.  

 

4.2 Saran-Saran 

Setelah melaksanakan praktik kerja lapangan di Kementrian Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah adapun saran yang dapat praktikan berikan, 

diantaranya: 

1. Bagi Praktikan 

Praktik Kerja Lapangan sebaiknya dapat dijadikan sebagai 

pengalaman sebelum nantinya terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya. 

Sehingga Praktik Kerja Lapangan tidak hanya dijadikan sebagai salah satu 

syarat memperoleh gelar Sarjana saja, melainkan untuk menerapkan teori 

yang telah di dapat dalam perkuliahan untuk bisa diterapkan di dunia kerja. 

Serta harapannya dapat menambah wawasan dan keterampilan di dunia 

kerja. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

Sebaiknya pihak fakultas tetap menjalin kerja sama dengan 

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan harapan dapat 

dijadikan tempat PKL mahasiswa angkatan selanjutnya. Selain itu Pihak 

Fakultas sebaiknya memberikan saran perusahaan kepada mahasiswa yang 

akan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sehingga mahasiswa tidak 

kesulitan dalam mencari tempat, Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

Kemudian terkait dengan hal-hal yang dipelajari oleh praktikan 

selama praktik kerja lapangan di Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah mengenai Kemasan dan Merek alangkah baiknya dalam mata 

kuliah Kewirausahaan diajarkan juga mengenai kemasan dan merek 
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tersebut yang selama ini belum terlalu dibahas dalam mata kuliah ini. Mulai 

dari bagaimana tata cara pengajuan merek dan sertifikasi untuk sebuah 

usaha, hal-hal yang harus dilakukan setelah mendapatkan merek dan 

sebagainya. Hal tersebut agar Fakultas dapat mewujudkan untuk 

menumbuhkan jiwa entrepreneur kepada para mahasiswanya. 

3. Bagi Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Sebaiknya pihak Kementrian memberikan bimbingan dan pelayanan 

yang baik terhadap peserta Praktik Kerja Lapangan sehingga peserta Praktik 

Kerja Lapangan mengetahui tugasnya dengan jelas dalam melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan di instansi tersebut.  
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 – Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 2 – Surat Persetujuan Izin Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 3 – Sertifikat Keterangan Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 4 – Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 5 - Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan  
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Lampiran 6 – Lembar Penilaian Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 7 – Biodata Penilai Praktik Kerja Lapangan 

 

  



47 
 

 
 

Lampiran 8 – Log Harian Praktik Kerja Lapangan 

 

KEGIATAN HARIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

JAKARTA SELATAN 

20 Januari 2020 – 20 Februari 2020 

No.  Hari, Tanggal Kegiatan 

1.  Senin, 20 Januari 2020 Pengenalan Deputi yang ada dibawah 

naungan Asisten Deputi Produksi dan 

Pemasaran dan pengenalan pegawai Bagian 

Keuangan dan Bagian Tata Usaha pada 

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran. 

2. Selasa, 21 Januari 2020 Menemui Bapak Irwan, SE selaku Kepala 

Bagian Umum mengenai Deputi Bidang 

Produksi dan Pemasaran. Selanjutnya 

penempatan dan pengenalan kepada seluruh 

pegawai Asisten Deputi Standarisasi dan 

Merek. 

3. Rabu, 22 Januari 2020 Merekap UMKM yang telah mendapatkan 

sertifikat pendaftaran merek dan mengarsip 

per wilayah 

4. Kamis, 23 Januari 2020 Diberikan bimbingan oleh Ibu Lela untuk 

merekap Data Pengajuan Merek  

5. Jumat, 24 Januari 2020 Merekap data Pengajuan Merek oleh pelaku 

UMKM  

6. Senin, 27 Januari 2020 Merekap data Pengajuan Merek oleh pelaku 

UMKM 

7. Selasa, 28 Januari 2020 Merekap data Pengajuan Merek oleh pelaku 

UMKM yang tidak lolos verifikasi 
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8. Rabu, 29 Januari 2020 Merekap data Pengajuan Merek oleh pelaku 

UMKM yang tidak lolos verifikasi 

9. Kamis, 30 Januari 2020 Menghubungi pelaku UMKM yang merek 

produk/jasa nya sudah terdaftar di 

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah untuk diminta data omset guna 

pelaporan ke Deputi Bagian Produksi dan 

Pemasaran 

10. Jumat, 31 Januari 2020 Menghubungi pelaku UMKM yang merek 

produk/jasa nya sudah terdaftar di 

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah untuk diminta data omset guna 

pelaporan ke Deputi Bagian Produksi dan 

Pemasaran 

11. Senin, 3 Februari 2020 Dipindah tempatkan di Asisten Deputi 

Pemasaran dan perkenalan seluruh pegawai 

yang ada di Asisten Deputi Pemasaran. 

12. Selasa, 4 Februari 2020 Melakukan wawancara kepada Bapak M. 

Makhrisyafrizal, S. Kom selaku Kepala 

Bidang Sarana dan Prasarana Pemasaran 

mengenai revitalisasi pasar dan lingkup kerja 

yang dilaksanakan di bidang Sarana dan 

Prasarana Pemasaran dan bidang Kerjasama 

dan Jaringan Usaha 

13. Rabu, 5 Februari 2020 Melakukan pengecekan kelengkapan berkas 

sesuai yang tertera dalam form checklist 

Proposal Revitalisasi Pasar 

14. Kamis, 6 Februari 2020 Melakukan pengecekan kelengkapan berkas 

sesuai yang tertera dalam form checklist 

Proposal Revitalisasi Pasar 
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15. Jumat, 7 Februari 2020 Melakukan pengecekan kelengkapan berkas 

sesuai yang tertera dalam form checklist 

Proposal Revitalisasi Pasar 

16. Senin, 10 Februari 2020 Menyampaikan Memorandum perjalanan 

dinas ke ruang Asisten Deputi Pemasaran 

kemudian diteruskan ke Deputi Bidang 

Produksi dan Pemasaran 

17. Selasa, 11 Februari 2020 Membantu Kepala Bidang Kerjasama dan 

Jaringan Usaha mengedit Power Point Hasil 

Penataan Pedagang Kaki Lima agar lebih 

rapih. 

18. Rabu, 12 Februari 2020 Melakukan cap stempel pada lembar Surat 

Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan 

Dinas (SPD/SPPD) milik pegawai 

Kemenkop dan Kepala Dinas Daerah. 

19. Kamis, 13 Februari 2020 Merekap data profil pasar dan koperasi yang 

akan menerima program revitalisasi pasar 

rakyat yang dikelola oleh Kementrian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

20. Jumat, 14 Februari 2020 Merekap data profil pasar dan koperasi yang 

akan menerima program revitalisasi pasar 

rakyat yang dikelola oleh Kementrian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

21. Senin, 17 Februari 2020 Merekap data profil pasar dan koperasi yang 

akan menerima program revitalisasi pasar 

rakyat yang dikelola oleh Kementrian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

22. Selasa, 18 Februari 2020 Merekap data profil pasar dan koperasi yang 

akan menerima program revitalisasi pasar 
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rakyat yang dikelola oleh Kementrian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

23. Rabu, 19 Februari 2020 Merekap data penataan lokasi pedagang kaki 

lima dalam microsoft excel. 

24. Kamis, 20 Februari 2020 Ikut menghadiri Muslim Fashion Festival di 

Jakarta Convenience Center (JCC) bersama 

dengan pegawai bagian Kerjasama dan 

Jaringan Usaha guna memperkenalkan event 

“KUKM Halal Festival in Collaboration with 

Halal Industries Summit 2020” 
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Lampiran 9 – Lembar Konsultasi 
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Lampiran 10 – Format Saran dan Perbaikan  
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Lampiran 11 – Dokumentasi 

Foto Bersama Karyawan Asisten Deputi Standarisasi dan Sertifikasi 

 

 

Foto Bersama Karyawan Asisten Deputi Pemasaran  
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Foto Bersama Kepala Bagian Kerjasama dan Jaringan Usaha Bapak M. 

Makhrisyafrizal, S. Kom 

 

 

Tata Letak Deputi Bagian Produksi dan Pemasaran 
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Ruang Kerja Asisten Deputi Standarisasi dan Sertifikasi 

 

 

Foto Bersama Ibu Nina Nurlina, S. E. di Muslim Fashion Festival 

  

 

  



56 
 

 
 

Foto bersama Sucika di Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

 


